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Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permohonan untuk
memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau
tidak tertulis.

2. Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik,
subjek dan format informasi serta cara panyampaian informasi yang diminta oleh
Pemohon Informasi Publik.

3. Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatal permohonan Informasi Publik

yang diajukan secara tidak tertulis.

4. Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukli penenmaan permohonan

Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa
namaor pendaftaran pada saat parmahonan ditarima.

5. Dalam hal permohonan disampaikan secara langsung atau metalul surat

elekironik, nomor pendaftaran diberikan saat penarimaan permohonan.

6. Dalam hal permohonan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor

pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.

7. Paling lambat 10 (sepuluh) harl kerja sejak diterimanya permohonan, Badan
Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang
berisikan:

a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya alaupun tidak;

b. penerimaan atau penclakan permohonan dengan alasan yang tercanfum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,

c. alat penyampaidan format informasi yang akan diberikan; dan/atau

d. biayaseria cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

8. Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang wakiu untuk

mengirimkan pemberilahuan sebagaimana dimaksud pada ayal (7), paling
lambat 7 (ujuh) har kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.
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Desk Layanan Informasi PPID Utama :

1. Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara
tertulis kepada alasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
berdasarkan alasan berikut:

a. penolakan atas permohonan informasi berdasarkan alasan
pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;

b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam

Pasal9;

. tidak ditanggapinya permohonan informasi;

. permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;

. tidak dipenuhinya permohonan informasi;
pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam
Undang-Undang ini.
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2.Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan

huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak,

3. Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu

paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

4.Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)

memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan cleh Pemohon
Informasi Publik dalam jangka wakiu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis

5. Alasan tertulis disertakan bersama langgapan apabila atasan pejabat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) menguatkan putusan
yang ditetapkan oleh bawahannya.

* Meja Layanan Informasi Publik Berkedudukan di Lt.6 Gedung 5KPD Terpadu Alamat Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, KP3B (Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten)

» Pengajuan permohonan online bisa dilakukan melalui https://ppid.bantenprov.go.id atau melalui email ppid@bantenprov.go.id




